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ABSTRAK 

 

Sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi 

bukti yuridis kepemilikan tanah yang dapat dibatalkan jika terdapat cacat 

administrasi atau berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 

Seperti kasus yang bermula dari warisan tanah ulayat yang diturunkan oleh Alm. 

Niniek Komi yang kini menjadi sengketa akibat permohonan penyertifikatan tanah 

yang dilakukan oleh Zulkifli dan saudara-saudaranya sebagai para Tergugat tanpa 

seizin dan sepengetahuan Yudi Irwan dan saudara-saudaranya sebagai para 

Penggugat. Hal ini dikarenakan, surat-surat yang digunakan dalam pengajuan 

permohonan penyertifikatan tanah tidak sesuai karena telah mencederai hak para 

Penggugat sehingga menimbulkan kerugian. Permasalahan yang akan dibahas pada 

penelitian ini yaitu, penerapan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam 

pengajuan penyertifikatan tanah, pertimbangan majelis hakim dalam Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 2419K/PDT/2024 terkait pelanggaran hak orang lain 

dalam pengajuan penyertifikatan tanah, dan pandangan Islam tentang pelanggaran 

hak orang lain dalam pengajuan penyertifikatan tanah. Jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil 

penelitian, dapat disimpulkan bahwa perbuatan para Tergugat dalam mengajukan 

permohonan penyertifikatan tanah menggunakan surat-surat yang tidak sah 

merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar Pasal 1365 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pertimbangan majelis hakim dalam Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 2419K/PDT/2024 sudah tepat karena permohonan 

penyertifikatan tanah yang dilakukan oleh para Tergugat atas objek sengketa 

dilaksanakan tanpa seizin dan sepengetahuan dari para Penggugat yang dalam hal 

ini juga memiliki hak atas objek sengketa. Oleh karena itu, permohonan 

penyertifikatan tanah yang dilakukan oleh para Tergugat atas objek sengketa 

dinyatakan tidak sah karena terdapat kecacatan dalam administrasinya. Menurut 

pandangan Islam, dalam pelaksanaan kegiatan permohonan penyertifikatan tanah 

sangatlah penting untuk menjaga hak kepemilikan secara adil, transparan, dan sesuai 

prinsip hukum. Penyertifikatan tanah dianggap sebagai bentuk perwujudan akad 

yang mencerminkan prinsip kejelasan dan kepastian hukum serta mencegah 

pertikaian dalam aspek sosial akibat pelanggaran hak. 

 

Kata Kunci: melawan hukum, tanah, pelanggaran hak  


